
BT'PATI KONAWE SELATAI{
PROVITSI SUI"AWESI TEI{GK}ARA

PERATI'RAJ| BI'PATI KONAWE SEI,ATAI|
ItouoR : a/f TAIIT N 2016

TENTANG

KEDITDI KA"!t, SUSUIIAIr ORGAIITSAST, TUGAS DAN FUilcSI,
SERTA TATA KER^'A DIIYAS PETERIYAXA"IT DAN NESEHATAN HEWAIY

I(ABUPATEIT KONAWE SEI.ATAN

DDIfiAN RAHilAT TT'TTANYAIft MATTA E,SA

BUPATI KOIYAWE SELATAN,

Menimbang bahwa untuk melaksanalan ketentuan pasal 4 peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Mengingat l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang

Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi

Sulawesi Tenggara (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4267);

3. Undang:gn6"rrg Nomor 12 Tahun 201l tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor a2,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2O14 tentang Aparatur

Sipil Negara (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol4 Nomor 6, Tambahan l.embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O16 Nomor 114 Tambahan Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor g
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat

Daerah Kabupaten Konawe Selatan (lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O16 Nomor g).

MEMUTUSI(AN :

Menetapkan PERATURAI{ BUPATI TEIVTAITG IITDT'DI'XAJ|, SUSUITAil
ORGATilSASI, TUGAS DAJY FI'XGSI, SERTA TATA XERi'A
DII|AS PETERITAISI| DAIY KTSEHATAIT HEWAJT NABUPATEIT
KOIVAWT SELATAIT

BAB I
XETEIITUAI| I'UI'[

Pasal I
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Selatan;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Konawe Selatan;

3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Konawe Selatan;

6. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kabupaten Konawe Selatan;
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7. Unit Pelalsana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau
kegiatan teknis penunjang tertentu;

8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut
UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu;

9. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingkungan
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

lO. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan
yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayalan, dan menyejahterakan masyarakat;

11. Urusan Pemerintahan Wqiib adatah Urusan pemerintahan

yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
12. Urusan Pemerintahan pilihan adalah Urusan pemerintahan

yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan
potensi yang dimiliki Daerah.

BAB II
BEI|TI'X, IYOUENI(LITTT'R DAIT TIPE

PERAI|GKAT DATRTII

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2
Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan
pemerintahan bidang Peternakan dan Kesehatan

diwadahi dalam bentuk dinas.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

urusan

Hewan

Nomenklatur perangkat

dimaksud dalam Pasal

Kesehatan Hewan.

Pasal 3
daerah kabupaten sebagaimana

2 adalah Dinas Peternakan dan
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Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4
(1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, diklasifrkasikan atas tipe A.

(2) Penentuan tipe Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berdasarkan hasil
pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

(3) penentuan intensitas penyelenggaraan urusan
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang_

undangan.

BAB III
XTDI'DI'XAIT DAII SUSIIIIAIT ORGAI|ISASI

Bagian Kesaht
Kedudukan Orgaaisasi

Pasal 5
(1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur

pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah.

(2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh
kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Pasal 6

Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang
Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

Pasal 6, Dinas Peternakan dan Kesehatan

menyelenggaralan fungsi :

dalam

Hewan
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a. Perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan pembinaan

umum di bidang peternakan berdasarkan kebijaksanaan
yang telah ditetapkan oleh Bupati;

b. Pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan;

c. Pemberian ijin dan pembinaan serta pengawasan usaha tani
dan pengolahannya;

d. Pelaksanaan penyuluhan di bidang peternakan;

e. Pengamanan teknis peternakan dibidang kesehatan hewan,
kesehatan masyarakat veteriner, pengembangan Sumber
Daya Masyarakat dan teknologi, produksi, sarana dan
prasarana serta kegiatan usaha di bidang peternakan;

f. Pengkajian penerapan teknologi anjuran ditingkatusaha
tani;

g. Pelaksanaan pengelolaan distribusi penyebaran dan
pengembangan peternakan;

h. Pelaksanaan pengelolaan hasil produksi temak;
i. Penyelenggaraan tata usaha dinas;
j. Pembinaan teknis UPTD.

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsi dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
memiliki kewenangan sebagai berikut :

a. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang
peternakan;

b. koordinasi staf terhadap setiap kegiatan yang dilakukan
oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan

urusan pemerintahan di bidang kesehatan hewan,

kesehatan masyarakat veteriner, pengembangan sumber
daya masyarakat dan teknologi, produksi, sarana dan
prasarana serta kegiatan usaha dibidang petemakan;

c. Mengumpulkan dan menganalisis data, dan memantau
perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di bidang

kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner,

pengembangan sumber daya masyarakat dan teknologi,

produksi, sarana dan prasarana serta kegiatan usaha
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dibidang peternakan; dan

d. pembinaan administrasi organisasi dan tatalaksana pada

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9
(1) Susunan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan Kabupaten Konawe Selatan, terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Prasarana dan Sarana ;

d. Bidang Perbibitan dan Produksi;

e. Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, pengolahan dan
Pemsaran;

f. Bidang Penyuluhan;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan strulrtur organisasi Dinas peternakan dan Kesehatan
Hewan Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana tercantum
dalam lampiran peraturan ini.

BAB IV
TUGAS DAJT I"I'ITGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal l0
Kepala Dinas mempunyai tugas membaltu
melaksanakan urusan pemerintahan yang

kewenangan daerah dan tugas pembantuan di
peternakan dan kesehatan hewan.

Bupati

menjadi

bidang

BagianKedua
Sekretariat

Pasal l1
(l) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan

teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di
lingkungan Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
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Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. Koordinasi pen3rusunan rencana, program, anggaran di
bidang peternalan dan kesehatan hewan;

b. melakukan pengawasan, pembinaan dan pengembangan

sumber daya masnusia di bidang peternakan dan ksehatan
hewan;

c. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah
tanggaan, keda sama, hubungan masyarakat, arsip, dan
dokumentasi;

d. P enataan organisasi dan tata 1aksana;

e. K oordinasi dan penJrusunan peraturan perundang_

undangan;

f. Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara; dan
a. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

(1) Sekretariat terdiri atas:
a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Sub Bagian Keuangan dan Aset

(2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada

di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 14

(1) Sub Bagran Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas
melaksanakan Melakukan penyiapan bahan penyusunan

rencana, program, dan anggaran serta pemantauan,

evaluasi dan pelaporan pelalsanaan kegiatan di bidang
peternakan dan kesehatan hewan;

(2) Sub Bagran Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah

tangga, ke{a sama, kehumasan dan protokol serta

ketatalaksanaan;
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(3) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas
melaksanakan Melakukan penyiapan urusan keuangan dan
pengelolaan barang milik Negara.

Bagian Ketiga
Bidang Prasarana dan Sarana

Pasal 15
(1) Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas

melaksanakan pen5rusunan, pelaksanaan kebijakan, dan
pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan
evaluasi di bidang prasarana, sa:rana dan penyuluhan
peternakan dan kesehatan hewan.

(2) Bidang Prasarana dan Sarana dipimpin oleh Kepala Bidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15, Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan
fungsi:

a. Penyusunan kebijakan di bidang prasar€rna dan
sarana peternakan dan kesehatan hewan;

b. Penyediaan dukungan infrastruktur petemakan dan
kesehatan hewan;

c. Penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggun€ran

teknologi peternakan;

d. Pengembangan potensi dan pengelolaan pakan ternak;
e. Pemberian bimbingan pembiayaan peternakan;

f. Pemberian fasilitasi investasi peternakan;

g. Penyusunan programa penyuluhan peternakan dan

kesehatan hewan;

h. Pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana,

sarana; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya;
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Pasal 17

(1) Bidang Prasarana dan Sarana terdiri atas :

a. Seksi Lahan dan Irigasi;

b. Seksi Pakan;

c. Seksi Pembiayaan dan Investasi.

(2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala

Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana.

Pasal 18

(1) Seksi l,ahan dan Irigasi mempunyai tugas Melakukan
penyrapan bahan pen5rusunan kebljakan, pemberian

bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang
prasarana dan sarana peternakan.

(2) Seksi Pakan mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan
penJrusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian

bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi benih dan
pakan, di bidang peternakan.

(3) Seksi Pembiayaan dan Investasi mempunyai tugas
Melakukan penyiapan bahan pen5rusunan kebijakan,
pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta
pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan
permodalan/pembiayaan usaha serta investasi peternakan.

Bagian Keempat
Bidang Perbibitan dan Produksi

Pasal 19
(1) Bidang Perbibitan dan Produksi mempunyai tugas

melaksanakan pen5rusunan, pelaksanaan kebijakan, dan
pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan
evaluasi di bidang perbibitan dan produksi ternak.

(2) Bidang Perbibitan dan Produksi dipimpin oleh Kepala

Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.
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Pasal 2O

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19, Bidang Perbibitan dan Produksi menyelenggarakan

fungsi :

a. Penyusunan kebljakan di bidang benih/bibit,
produksi ternak ruminansia dan non ruminansia di bidang

peternakan;

b. Pengelolaan sumber daya genetik hewan/ kawasan

perbibitan ternak;

c. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan bibit temak
ruminansia dan non ruminansia;

d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi

ternak;

e. pengawasan peredaran dan pengunaan serta

sertifikasi bibit ternak;

g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran bibit temak
ruminansia dan non ruminansia;

i. pemberian izin/rekomendasi bibit ternak ruminansia dan

non ruminansia;

k. pemantauan dan evaluasi di bidang perbibitabn dan
produksi temak; dan

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

(1) Bidang Perbibitan dan Produksi terdiri atas:
a. Seksi Perbibitan;

b. Seksi Ruminansia;

c. Seksi Non Ruminansia.

(2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala

Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi.

Pasal22

(1) Seksi Perbibitan mempunyai tugas Melakukan penyiapan

bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian

bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi produksi

bibit dan mutu ternak;
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(2) Seksi Ruminasia mempunyai tugas Melakukan penyiapan

bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian

bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi produksi

ternak ruminsia;

(3) Seksi Non Ruminansia mempunyai tugas Melakukan
penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan
pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan

evaluasi produksi ternak non ruminsia.

Bagian Kelima
Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan

Pemasaran

Pasal 23
(l) Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, pengolahan dan

Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan pen5rusunan,

pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis,
serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan
hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan
pemasaran hasil peternakan.

(2) Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, pengolahan dan
Pemasaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebqgaimana dimaksud dalam
Pasal 23, Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, pengolahan dan
Pemasaran menyelenggarakan fungsi :

a. pen5rusunan kebljakan di bidang kesehatan hewan,

kesehatan masyarakat veteriner serta pengolahan dan
pemasaran hasil di bidang peternakan;

b. perencanaan kebutuhan obat-obat hewan / ternak;

c. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat

veteriner;

d, pengawasan peredaran dan pengunaan obat hewan;

e. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan
produk hewan;

f. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan

masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;



-t2-
g. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan,

kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

h. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan

pemas€rran hasil di bidang peternakan;

i. pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan;

dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

(1) Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan

Pemasaran terdiri atas :

a. Seksi Kesehatan Hewan;

b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;

c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

(2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala

Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan

dan Pemasaran.

Pasal 26

(1) Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan

pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan

evaluasi di bidang kesehatan hewan.

(2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan pen5rusunan kebijakan,

pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta

pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan masyarakat

veteriner.

(3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas

Melakukan penyiapan bahan pen) rsunan kebijakan,

pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta

pemantauan dan evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil

di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
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Bagian Keenam
Bidang Penyuluhan

Pasal 27
(1) Bidang Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan

Melaksanakan penJ rsunan kebijakan, program dan
pelaksanaan penyuluhan di bidang petemakan dan

kesehatan hewan.

(2) Bidang Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27, Bidang Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

a. . Menyusun kebijakan dan programa penyuluhan
peternakan dan kesehatan hewan ;

b. Melaksanaan penyuluhan peternakan dan kesehatan

hewan dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan

metode penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan;

c. Mengumpulkan, mengolah, mengemas, dan menyebarkan

materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

d. Mengelolah kelembagaan dan ketenagaan;

e. Memberikan fasilitasi penumbuhan dan pengembangan

kelembagaen dan forum masyarakat bagi pelaku utama
dan pelaku usaha;

f. Meningkatkan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil,

swadaya dan swasta;

g. Memantau dan mengevaluasi di bidang penyuluhan

peternakan dan kesehatan hewan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

(1) Bidang Penyuluhan terdiri atas :

a. Seksi Kelembagaan;

b. Seksi Ketenagaan;

c. Seksi Metode dan Informasi.



-t4-
(2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala

Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang Penyuluahnan.

Pasal 3O

(1) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas Melakukan
penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan

dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan

evaluasi di bidang kelembagaan peyuluhan petemakan dan

kesehatan hewan.

(2) Seksi Ketenagaan mempunyai tugas Melakukan penyiapan

bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan
pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan

evaluasi di bidang ketenagaan peyuluhan peternakan dan

kesehatan hewan.

(3) Seksi Metode dan Informasi mempunyai tugas Melakukan
penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan

dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan
evaluasi di bidang metode dan informasi peyuluhan
peternakan dan kesehatan hewan.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 31
(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis

dinas secara operasional di lapangan.

(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha

dan Jabatan F\rngsional yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis

Dinas.

(4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi

serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah

dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi

Tenggara sebagai wakil pemerintah pusat.
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Pasal 32

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, UPTD/ UPTB yang

terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang susunan organisasi

dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap

melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tugas dan

Fungsi UPTD/UPTB yang baru diundangkan.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 34

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 33 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara

dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam

berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yurng

ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya

bertanggung jawab kepada kepala dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban

ke{a.
(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku.
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BAB V
TATA I(TR.'A

Pasal 35
(l) Dafam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi

dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam

lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi

dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi
lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas

masing-masing.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris

dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi baik intemal maupun antar unit
organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-

masing.

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan
Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan

melekat.

Pasal 36

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya

masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil

langkahJangkah yang diperluk.rn sesuai ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

Pasal 37

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya

masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk
terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 38

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi

wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugiawab

pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan

berkala tepat pada waktunya.
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Pasal 39

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari

bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk
men5rusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan

petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 4O

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan

pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional

mempunyai hubungan kerja.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala

Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian

bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat

berkala.

Pasal 42

(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan

tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku;

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala

Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi

tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 43

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-

masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat

mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada

pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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BAB VI
XEPAI|GKATAIT, PEIf GAITGKATAIT, ESELOI| ISASI DAIT

PEMBERHEI{TIAN DALII}T JABATAIT

Pasal 44
(f) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam

jabatan struktural dilingkungan Dinas Petemakan dan

Kesehatan Hewan Kabupaten Konawe Selatan, berpedoman

pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

(2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas

usul Sekretaris Daerah.

(3) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewaa Kabupaten

Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IIb.

(4) Sekretaris Dinas Peternakan darr Kesehatan Hewan

Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IIIa
(5) Kepala Bidang lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan

eselon IIIb.

(6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Konawe

Selatan merupakan jabatan eselon IVa.

(7) Pejabat Eselon III dan Mi lingkungan Dinas Petemakan

dan Kesehatan Hewan Kabupaten Konawe Selatan diangkat

dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas

melalui Sekretaris Daerah.

(8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten

ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang

ditetapkan oleh Pemerintah.
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BAB VII
PEITUTUP

Pasal 45
Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati
Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2OO8 tentang penjabaran

T\rgas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kabupaten Konawe Selatan dan ketentuan lain yang

bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
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